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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teori 
1. Pendidikan Kejuruan 
a. Pengertian Pendidikan Kejuruan 
Salah satu jalur pendidikan sekolah yang di jadikan alternatif untuk 
mengatasi pengangguran adalah pendidikan kejuruan. Clarke & Winch 
(2007: 9) mengatakan bahwa pendidikan kejuruan terbatas pada 
mempersiapkan penduduk  untuk kehidupan di dunia kerja. Senada dengan 
yang dikemukakan oleh Billet (2011: 2), pendidikan kejuruan sebagai 
“pendidikan untuk pekerjaan” yaitu kemampuan untuk melaksanakan 
pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian harus dimiliki oleh peserta 
didik.  Sedangkan Maclean dan Wilson (2009: 3) menyatakan bahwa 
pendidikan kejuruan berkaitan dengan perolehan pengetahuan dan 
keterampilan untuk dunia kerja dalam rangka meningkatkan peluang kerja 
secara produktif, penghidupan yang berkelanjutan, pemberdayaan diri dan 
pembangunan sosial ekonomi. 
Gasskov (2000: 5) menyebutkan tujuan pendidikan kejuruan adalah 
untuk memberikan dasar dan keterampilan khusus kepada pribadi individu, 
memungkinkan mereka untuk menemukan pekerjaan atau membuka bisnis 
mereka sendiri, untuk bekerja secara produktif dan menyesuaikan diri 
dengan teknologi, tugas dan kondisi yang berbeda. Prinsip pendidikan 
kejuruan Charles Prosser dalam Sudira (2016: 30) menyatakan bahwa 
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“vocational education will be efisient in proportion as the environment in 
which the learner is trained is replica of the environment in which he must 
subsequently work (work environment)”. Pembelajaran di sekolah yang 
sesuai  dengan tempat kerja dapat meningkatkan pengembangan kompetensi 
peserta didik yang terwujud secara utuh. 
Pendidikan kejuruan disebut juga TVET (Technical and Vocational 
Education and Training) dan sering pula disebut pendidikan vokasional. 
(Kuswana, 2013:157) menyebutkan pendidikan vokasional merupakan 
pendidikan yang mempersiapkan orang-orang untuk memasuki dunia kerja, 
baik yang bersifat formal maupun non formal. Pengertian ini 
mengindikasikan bahwa output yang ingin dicapai dari proses pendidikan 
kejuruan adalah lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan 
tertentu sehingga siap memasuki dunia kerja. 
Atkinson, G. (2016) menjelaskan pembelajaran berbasis kerja dalam 
pendidikan kejuruan dan pelatihan adalah pembelajaran yang terjadi di 
lingkungan kerja nyata melalui partisipasi dalam kegiatan dan interaksi 
kerja. Pembelajaran berbasis kerja terdapat dalam kurikulum dan 
melibatkan pengalaman tersebut untuk tujuan belajar dan pengakuan 
formal terhadap kompetensi yang dicapai melalui pengalaman tersebut. 
Pembelajaran berbasis kerja memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan keterampilan praktis dan konseptual yang terkait dengan 
pelatihan dan menerapkannya di tempat kerja. 
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Freudenberg (2010: 1) menyatakan bahwa pembelajaran kerja 
terintegrasi (work-integrated learning) dipandang sebagai upaya untuk 
meningkatkan kesiapan kerja dan keterampilan generik lulusan. Dengan 
mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dan pembelajaran berbasis 
kerja maka keterampilan dan kesiapan kerja lulusan dapat meningkat. 
Menurut Sudira (2015: 1-4), kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia 
sangat bergantung pada ketersediaan guru profesional pada semua paket 
keahlian yang terselenggara di SMK/MAK. Ketersediaan guru sesuai 
spektrum dengan rasio ideal serta sebaran merata di seluruh Indonesia perlu 
terus dikaji dan dibina secara berkelanjutan. Pemahaman konsep pendidikan 
guru kejuruan sebagai pendidikan untuk dunia kerja atau pendidikan 
vokasional perlu terus disosialisasikan. Pendidikan guru kejuruan adalah 
pendidikan vokasional. Pendidikan guru kejuruan tidak lagi cukup 
dijalankan hanya sebagai pendidikan biasa karena pendidikan guru kejuruan 
membutuhkan penanaman nilai-nilai, keterampilan, pengetahuan kerja yang 
baik untuk mampu dan berkemauan tinggi tampil mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di 
kelas dalam berbagai skill.  
Finch & Crunkilton (1999: 259) menyatakan bahwa kompetensi untuk 
pendidikan kejuruan dan teknis adalah tugas, keterampilan, sikap, nilai, dan 
apresiasi yang dianggap penting untuk kesuksesan dalam kehidupan dan 
atau mencari nafkah. 
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Sehubungan dengan penjelasan tersebut maka dikatakan bahwa 
pendidikan kejuruan bertujuan untuk memberikan bekal kepada siswa 
berupa keterampilan dalam penguasaan kompetensi keahlian sesuai dengan 
harapan dunia kerja. 
b. Tujuan Pendidikan Kejuruan  
Tujuan utama pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan lulusan 
yang siap menjadi tenaga kerja kompeten. Sejalan dengan Pavlova, 
Rojewski (2009: 21) mengatakan tradisi pendidikan kejuruan 
mempersiapkan tenaga kerja terampil dengan kemampuan tinggi yang 
tunduk pada pemberi kerja. Mager dan Beach (1996: 2) menyebutkan tujuan 
pendidikan kejuruan yaitu: menghasilkan siswa: (1) yang mampu bekerja 
dengan memuaskan di tempat bekerjanya dan (2) yang mampu 
meningkatkan keterampilannya selama bekerja. Untuk mencapai tujuan 
pertama, siswa harus dibekali dengan contoh  pelaksanaan tugas sesuai 
keadaan serupa dengan tempat pekerjaan itu sendiri. Sedangkan untuk 
mencapai tujuan kedua, yaitu meningkatkan keterampilan dalam 
pelaksanaan tugas, siswa perlu mendapat pembelajaran memadai terakait 
setiap tugas dan aktivitas yang digeluti sehingga dapat mengevaluasi sendiri 
pekerjaannya dalam mengerjakan setiap tugas pekerjaan. 
Orientasi tujuan pendidikan menengah kejuruan tersebut untuk 
mendukung 3 Pilar Kebijakan Pendidikan Nasional (Kartono, 2010: 67) 
yaitu: 
(1) Membekali keterampilan dan penguasaan kompetensi tamatan 
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja ditingkat lokal, regional, 
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nasional maupun global; (2) Membekali keterampilan dan 
penguasaan kompetensi serta kemampuan berwirausaha untuk 
menjadi tenaga kerja mandiri, menciptakan lapangan kerja dan 
wirausaha unggul (enterpreneur); dan  (3) Membekali ketrampilan 
dan penguasaan kompetensi serta kemampuan akademis untuk 
menyiapkan tamatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi. 
Tujuan pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003, terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 
Tujuan umum pendidikan menengah kejuruan adalah : 
1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan 
Yang Maha Esa; 
2) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara 
yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
demokratis dan bertanggung jawab; 
3) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan 
kebangsaan, memahami dan  menghargai keanekaragaman budaya 
bangsa Indonesia; dan 
4) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian 
terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan 
melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya 
alam dengan efektif dan efisien.  
Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan sebagai berikut: 
1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu 
bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga 
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kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program 
keahlian yang dipilihnya; 
2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih 
dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan 
mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang 
diminatinya; 
3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara 
mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan 
4) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai 
dengan program keahlian yang dipilih. 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 
pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan lulusan agar memiliki 
keterampilann sehingga siap memasuki dunia kerja. 
c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang 
pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan 
siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah 
kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja 
serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah 
menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang 
disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 
29 Tahun 1990). 
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk 
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan 
pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau 
bentuk lain yang sederajat. Sekolah di jenjang pendidikan dan jenis kejuruan 
dapat bernama sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah 
Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat (Undang-undang 
Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003). 
SMK memiliki banyak program keahlian. Program keahlian yang 
dilaksanakan di SMK menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang 
ada. Program keahlian pada jenjang SMK juga menyesuaikan pada 
permintaan masyarakat dan pasar. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan 
menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama agar siap bekerja 
dalam bidang tertentu. 
Peserta didik dapat memilih bidang keahlian yang diminati di SMK. 
Kurikulum SMK dibuat agar peserta didik siap untuk langsung bekerja di 
dunia kerja. Muatan kurikulum yang ada di SMK disusun sedemikian rupa 
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Hal ini dilakukan agar 
peserta didik tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika masuk di dunia 
kerja. Dengan masa studi sekitar tiga atau empat tahun, lulusan SMK 
diharapkan mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang telah 
ditekuni. 
Beberapa penjelasan di atas disimpulkan bahwa keberadaan SMK 
sebagai sekolah level menengah dimaksudkan menyiapkan lulusan untuk 
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bekerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing sehingga siap 
memasuki dunia kerja. 
2. Konsep Pengelolaan (Manajemen) 
a. Pengertian pengelolaan 
Kata Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti 
pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang 
mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan 
pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. 
Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang 
dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam 
mencapai tujan tertentu. Griffin (1990: 6) mendefinisikan manajemen 
sebagai berikut: 
Management is the process of planning and decision making, 
organizing, leading and controlling and organization human, 
financial, physical and information recources to archieve 
organizational goals in an efficient and effective manner  
Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan 
pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian 
organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk 
mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Pengertian 
manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang 
lain saling melengkapi. Menurut Abdullah (2014:2) manajemen adalah 
keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan 
organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang 
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sudah ditetapkan dengan bantuan sumber daya organisasi (man, money, 
material, mechine and method) secara efesien dan efektif. 
Menurut definisi Sumarsan (2013:2) manajemen diartikan sebagai 
seni dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 
pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan atau 
sasaran kinerja. Menurut definisi Robbins dan Coulter (2012:36) 
“Manajemen melibatkan koordinasi dan mengawasi kegiatan pekerjaan 
orang lain sehingga kegiatan mereka selesai secara efisien dan efektif”. 
Menurut Wibowo (2011:2) “Manajemen adalah proses penggunaan sumber 
daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan 
secara efektif dan efesien”. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan 
proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan 
sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak 
lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami 
kegagalan (Qalyubi, 2007: 271).  
Bedasarkan pada beberapa pengertian manajemen yang telah 
dijelaskan maka secara umum proses manajemen disimpulkan bahwasanya  
tahapan-tahapan dalam prosesnya terdiri dari menyusun sebuah rencana, 
mengatur sebuah struktur organisasi pembagian tugas, pelaksanaan aktivitas 
sesuai dengan rencana dan struktur organisasi, dan pengawasan. 
Penyusunan sebuah rencana merupakan tahap awal dari suatu manajemen 
dan merupakan proses yang harus ada dalam sebuah proses pengelolaan. 
Mengatur sebuah struktur organisasi dan kemudian melakukan pembagian 
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tugas merupakan tahap pengorganisasia dari sebuah pengelolaan. Adapun 
pelaksanaan berkaitan dengan akvitas atau program yang akan dilakukan 
sejalan dengan rencana yang disusun sebelumnya serta mengikuti 
pengaturan susunan struktur organisasi. Tahap lainnya adalah pengawasan 
yang merupakan fungsi yang harus dijalankan guna melakukan monitoring 
dan evaluasi. 
b. Fungsi Pengelolaan 
Manajemen dapat diartikan sebagai proses khas yang terdiri dari 
tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa dan 
pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan melului pemanfaatan sumber daya manusia 
serta sumber-sumber lain (Terry, 2000: 15). Fungsi-fungsi manajemen 
tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. 
Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan 
anggotanya.  
1) Perencanaan (Planning)  
Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai 
dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004: 109), 
perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa 
yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana 
menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana 
tata cara mencapai itu. 
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Cropper (1998: 1) berpendapat: Planning is the basis from which 
all other function are spawned. Without a congruent plan, organizations 
usually lack a central focus. Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan 
dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang 
tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak 
bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan.  
Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian 
pengambilan keputusan untuk dilakukanya tindakan dalam mencapai 
tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang 
ada. Adapun aspek perencanaan meliputi:  
a) Apa yang dilakukan?  
b) Siapa yang melakukan?  
c) Di mana akan melakukan?  
d) Apa saja yang diperlikan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan?  
e) Bagaimana melakukannya?  
f) Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat maximum? 
(Arikunto, 1993: 38)  
Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau 
manajemen tergantung atau terletak pada perencanaanya. Perencanaan 
merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (manager) yang terus 
menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan 
merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan 
kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk 
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mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah 
yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah 
selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai 
permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi.  
Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya 
merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk 
menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukanya, siapa 
pelaksananya, dan kapan kegitan tersebut harus dilakukan.  
2) Pengorganisasian (Organizing)  
Byars dan Rue (2006:6) berpendapat: Organizing is grouping 
activities, assigning activities an providing the authority necessary to 
carry out the activities. Pengorganisasian merupakan pengelompokan 
kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, 
wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu organisasi 
dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai 
siatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses 
untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta 
membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi 
agar tujuan organisasi dapat tecapai. Pencapaian tujuan sesuai harapan 
dalam sebuah kelompok tergantung bagaimana bentuk kerjasama antara 
seluruh pihak-pihak dalam organisasi. Jika tujuan sebuah organisasi ingin 
betul-betul dicapai secara maksimal maka sangat dianjurkan untuk 
merekrut sumber daya yang memiliki kemampuan dalam mengerjakan 
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tugas-tugas organisasi. Perekrutan perlu mempertimbangkan kompetensi 
yang dimiliki oleh SDM, penting untuk memilih dan menentukan orang 
yang menjadi kepercayaan untuk posisi-posisi tertentu. Dalam rangka 
mencapai pengorganisasian yang baik maka proses pengambilan 
keputusan untuk penyusunan dan pelatihan anggota-anggota organisasi 
sekiranya diatur dengan baik. 
3) Pengarahan (Actuating)  
Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang 
lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau 
kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan 
jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan 
orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai 
dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuan dari 
pengarahan ialah bentuk perintah untuk mengerjakan tugas-tugas agar 
selesai dengan baik dan tepat waktu 
Pengarahan yang dilakukan oleh para manajer yakni mengarahkan, 
memimpin dan mempengaruhi segenap bawahannya untuk mengerjakan 
tugas-tugas perusahaan. Seorang manajer melakukan kegiatan dibantu 
oleh beberapa pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan tugas, manajer 
juga tidak boleh serta merta hanya memberikan perintah kepada 
bawahan. Tugas lain dari seorang manajer selain memberikan 
pengarahan adalah mennciptakan keadaan tempat kerja yang bersahabat 
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sehingga dapat mendukung segenap bawahan menyelesaikan 
tanggungjawab pekerjaannya. 
Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer 
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta 
menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. 
4) Pengawasan (Controlling) 
Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang 
sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar 
atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Atmosudirdjo, 
1982: 213).  
Pengontrolan atau pengawasan termasuk tahap penutup dari fungsi 
pengelolaan. Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui beberapa hal, 
yakni:  
a) Memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana 
b) Hambatan, kerugian, dan pemborosan yang terjadi dalam kegiatan 
c) Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi  
d) Peningkatan kualitas organisasi. 
Pengawasan dimaksudkan untuk: 
a) Meminimalisir penyebab-penyebab kesulitan 
b) Melakukan pencegahan terhadap masalah yang muncul 
c) Mencapai efisiensi dan efektifitas.  
Pengelolaan secara singkat dapat disusun mulai dari perencanaan yang 
merupakan tahap pertama dari suatu kegiatan untuk menjadi acuan pada tahap 
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selanjutnya. Berikutnya adalah pengorganisasian yakni penyusunan struktur 
organisasi beserta pembagian tugas masing-masing. Selanjutnya ialah 
implementasi pelaksanaan program disesuaikan dengan rencana dan struktur 
organisasi. Terakhir ialah pengawasan yakni kegiatan evaluasi dan monev, 
tahap ini dimaksudkan agar dilakukan proses perbaikan terhadap masalah-
masalah yang terjadi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan  
3. Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Salah satu bentuk bentuk kerjasama SMK dengan dunia kerja adalah 
praktik kerja lapangan. Untuk proses pembelajaran PKL, siswa dituntut wajib 
mengikuti pembelajaran PKL ditempat yang sudah ditentukan oleh pihak 
industri untuk mendapatkan pengalaman kerja dilapangan sesuai dengan 
basicnya dan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh industri, hal 
tersebut bertujuan apabila siswa lulus dari SMK sudah mempunyai pengalaman 
kerja dan siap terjun kedunia kerja.  Praktik kerja lapangan (PKL) untuk 
penerapan, pemantapan, dan peningkatan kompetensi. Pelaksanaan PKL 
melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya melalui 
pembimbingan praktik 
a. Pengertian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Pratik Kerja Lapangan merupakan model palatihan yang bertujuan 
untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu 
sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerjaan (Pratiwi, 2009: 16). 
Suparjono (1999:259) menyatakan Prakerin adalah praktik keahlian 
produktif yang dilaksanakan di industri atau perusahaan yang berbentuk 
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kegiatan mengerjakan produksi/jasa. Sementara itu, Djojonegoro (1998: 
79) mengemukakan bahwa prakerin adalah penyelengaraan pendidikan 
keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik dan sinkron program 
pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh 
melalui bekerja langsung di dunia usaha atau dunia industri (DU/DI) 
secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian professional. 
Praktik kerja lapangan menurut Billet (2001: 32) akan mempengaruhi 
pembelajaran individu dalam tiga cara, yaitu: Pertama, situasi di tempat 
praktik menyediakan jenis kegiatan di mana individu dapat terlibat 
langsung, terdapat masalah yang harus dipecahkan, pengetahuan yang akan 
dibangun dan tujuan untuk membangun sukses mereka. Kedua, panduan 
langsung yang tersedia di industri memberikan dasar bagi pembelajaran 
kolaboratif bagi individu dan pekerja yang lebih berpengalaman di industri. 
Ketiga, industri memberikan bimbingan langsung dalam bentuk kesempatan 
untuk mengamati berbagai jenis pekerjaan dan dapat berkontribusi langsung 
di tempat kerja, baik fisik maupun alatnya. 
Praktik kerja lapangan menerapkan pendekatan berbasis tindakan 
dalam pembelajaran. Cunningham (1943: 57) menyatakan: 
Action learning is an approach to learning in which individuals, with 
the support of colleagues in a small group, address problems of 
importance to them, take actions to resolve those problems and learn 
from the process of doing so. Action learning is a work based 
approach to learning which requires a strategic commitment – at its 
best it is not about quick fix solutions. 
 
 
32 
 
b. Alur Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan PKL 
 
Gambar 2. Alur Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan 
Alur penyelenggaraan PKL berdasarkan gambar 2 dibagi menjadi 3 
proses utama yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap 
penilaian yang masing-masing dari proses tersebut mengikuti pedoman 
PKL. Perencanaan PKL meliputi: pemilahan kompetensi dan penentuan 
industri mitra, menyusun program PKL, mengatur penyelenggaraan PKL, 
memberikan pembekalan kepada peserta PKL, penentuan pembimbing dari 
sekolah dan pembagian tugas pembimbing. Pelaksanaan PKL meliputi: 
jurnal pelaksanaan PKL, pengisian dokumentasi portofolio kegiatan PKL, 
dan pemberian arahan-arahan bagi peserta PKL. Penilaian program PKL 
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meliputi: penilaian peserta didik, pemberian seritifikat PKL, pelaporan nilai 
PKL, dan monitoring pelaksanaan PKL. 
Perencanaan pertama yaitu pemilahan kompetensi dan pemilahan 
industri. Pemilahan kompetensi ialah proses menganalisis kompetensi dasar 
dan tema pembelajaran pada masing-masing kompetensi keahlian. Pemetaan 
industri dilakukan untuk mengetahui peluang masing-masing bisa masuk ke 
industri. Penetapan industri bertujuan untuk mengetahui kompetensi 
keahlian mana yang sesuai dengan industri yang ditetapkan. Pemilahan 
kompetensi merupakan kegiatan menganilisis kompetensi dasar dan 
pembelarana praktik yang terdapat di dalam silabus, dilakukan funa untuk 
memberikan dukungan yang dimiliki sekolah dan industri mitra. Hasil 
analisis kompetensi dasar digunakan untuk menetukan industri tempat 
melaksanakan PKL.  
Perencanaan kedua adalah Penyusunan Program PKL yang mengacu 
pada hasil penetuan industri. Jika ada kompetensi dasar yang tidak 
dilaksanakan di industri maka wajib dilaksanakan di sekolah. Perancangan 
program PKL merupakan bagian lanjutan dari program pembelajaran dan 
rancangan tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan industri atau mitra 
kerja agar penempatan PKL siswa tepat sasaran. 
Perencanaan ketiga adalah pengaturan penyelenggaran PKL yang 
diatur sebagai berikut: (a) PKL dilaksanakan 6-10 bulan dilakukan pada 
kelas XI atau kelas XII untuk SMK 3 tahun dan pada kelas XII atai XIII 
untuk SMK 4 tahun, (b) praktik kerja lapangan dilaksanakan sesuai dengan 
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pola harian yakni 120-200 hari atau pola mingguan yakni 24-40 minggu 
atau pola bulanan yakni 6-10 bulan, (c) sekolah perlu mengatur perputaran 
kelompok PKL yakni jam kerja kurang dari 5 jam setiap harinya atau jam 
kerja kurang dari 5 hari setiap minggunya agar jumlah jam di industri atau 
mitra kerja merata, (d) portofolio digunakan sebagai instrumen penilaian 
untuk pemebelajaran mapel muatan nasional dan muatan kewilayahan di 
industri, dan (e) jika kedua jenis pembelajaran tersebut tidak diberikan di 
industri atau mitra kerja maka diperikan di institusi pendidikan dengan 
jumlah jam pelaksanaan yang setara. 
Perencanaan selanjutnya adalah memberikan pembekalan kepada 
siswa yang akan melaksanakan PKL yang bertujuan untuk memberikan 
pemahaman awal tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di 
industri atau mitra kerja. Selain pemahaman awal kepada siswa, perlu juga 
pemberian informasi kepada orang tua siswa. Perencanaan terakhir adalah 
uraian tugas pembimbing dari sekolah dan pembimbing dari industri.. 
Proses penyelenggaraan PKL selanjutnya adalah pelaksanaan PKL 
yakni meliputi jurnal pelaksanaan PKL, monitoring PKL, dan dokumentasi 
portopolio. Siswa wajib menyusun jurnal kegitan PKL yang lengkap sesuai 
dengan topik pembelajaran atau tugas-tugas dari pembimbing industri untuk 
keseluruhan pembelajaran yang dilaksanakan di industri atau mitra kerja. 
Monitoring PKL pada tahap pelaksanaan PKL berfungis untuk 
mendapatkan feedback guna peningkatan mutu pelaksanaan PKL. 
Sedangkan dokumentasi portopolio  PKL yang disusun oleh siswa yang 
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dibimbing oleh pembimbing industri, ini berisi pengalaman belajar selama 
di industri yang berasal dari jurnal PKL.  Dokumen portopolio tersebut 
digunakan industri atau mitra kerja sebagai bahan penilaian siswa.  
Proses penyelenggaraan terakhir adalah penilaian PKL berdasarkan 
pedoman penilaian tahun 2015 yang mewajibkan mitra kerja atau industri 
tempat PKL memberikan penilaian terhadap siswa yang telah melaksanakan 
PKL. Hasil penilaian diberikan dalam bentuk rapor yang mencantumkan 
keseluruhan kinerja siswa selama melaksanakan PKL di industri ataupun 
dalam  bentuk sertifikat. Penilaian PKL terdiri dari penilaian hasil belajar 
siswa selama mengikuti PKL dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan 
kegiatan PKL. 
c. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan PKL 
Penyelanggaraan PKL secara umum bertujuan untuk menjawab 
tantangan industri. Secara rinci prakerin bertujuan: a) menghasilkan 
tenaga 
kerja yang memiliki keahlian professional, yaitu tenaga kerja yang memiliki 
tingkat kemampuan kompetensi, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan 
lapangan kerja, b) meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan 
kesepadanan anatara pembelajaran kejuruan dan dunia kerja, c) 
meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, dan d) pengakuan dan 
penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses 
pendidikan (Sidi, 2001: 128). 
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Pelaksanaan PKL bertujun agar siswa memperoleh pengalaman 
bekerja secara langsung di industri. Tujuan praktik kerja industri menurut 
Masriam (2014: 50) adalah agar siswa mendapatkan pengalaman kerja pada 
lini produksi, memahami sikap, disiplin kerja, memperoleh kompetensi 
kejuruan dan kompetensi sosial yang sesuai dengan standar yang dituntut 
oleh industri atau dunia kerja nyata. Berdasarkan beberapa penjelasan di 
atas, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja industri adalah salah satu 
program pendidikan kejuruan yang mengkolaborasikan pembelajaran di 
sekolah dengan pelatihan dan praktik di industri dengan tujuan agar peserta 
didik dapat memahami dan melihat langsung lingkungan kerja yang nyata 
untuk meningkatkan skill siswa yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 
Manfaat PKL dapat dirasakan oleh peserta didik, sekolah dan DUDI. 
Manfaat bagi peserta didik: (a) mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu 
yang telah diperoleh di sekolah, (b) menambah wawasan mengenai dunia  
kerja khususnya berupa pengalaman kerja langsung (real)   dalam rangka 
menanamkan  iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses 
dan hasil kerja, (c) menambah dan meningkatkan  kompetensi   serta dapat 
menamkan etos kerja  yang tinggi, (d) memiliki kemampuan produktif 
sesuai dengan kompetensi keahlian  yang dipelajari, dan (e) 
mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan/ arahan 
pembimbing industri  dan dapat berkontribusi kepada  dunia kerja. 
Manfaat bagi sekolah: (a) terjalinnya hubungan kerjasama yang  
saling menguntungkan antara sekolah dengan  Du/Di, (b) meningkatkan 
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kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL, (c) 
mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses 
pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana 
praktik berdasarkan hasil  pengamatan di tempat PKL, dan (d) 
meningkatkan kualitas lulusan. 
Manfaat bagi  dunia kerja: (a) Du/Di lebih dikenal oleh masyarakat 
khususnya masyarakat sekolah sehingga  dapat membantu promosi produk, 
(b) adanya masukan  yang positif dan konstruktif  dari  SMK untuk 
perkembangan Du/Di, (c) Du/Didapat mengembangkan proses dan atau 
produk  melalui optimalisasi peserta PKL, (d) mendapatkan calon tenaga 
kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya, dan (e) meningkatkan 
citra positif Du/Dikarena dapat berkontribusi terhadap dunia pendidikan 
sekaligus sebagai implementasi dari Inpres No 9 Tahun 2016. 
4. Konsep Evaluasi  
a. Pengertian Evaluasi  
Evaluasi bukanlah sesuatu yang asing lagi oleh mereka yang bergelut 
dengan “manajemen”. Ada dua istilah yang dipergunakan untuk evaluasi, 
yaitu: riset evaluasi (evaluation research) atau riset evaluatif (evaluative 
research). Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan 
untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan 
pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan 
(Divayana, 2016).  
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Kemmis (1986) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut: 
Evaluation as a process of delineating, obtaining and providing 
information useful for making decisions and judgments about 
educational programs and curricula highlights the function of 
evaluative information of assisting decision-making. It reflects the 
concept of the role of evaluation in informing action at discrete 
decision point 
Objek evaluasi adalah apa yang akan dievaluasi, sedangkan tujuan 
dari dilakukannya evaluasi adalah mengumpulkan informasi yang 
bermanfaat mengenai objek evaluasi. Evaluasi pada dasarnya adalah 
melakukan penilaian kualitas (merit) mengenai baik buruknya atau tinggi 
rendahnya kualitas program yang dievaluasi, dan penilaian manfaat (worth), 
bermanfaat tinggi atau rendahnya program, dalam kaitan dengan suatu 
tujuan atau standar tertentu (Wirawan, 2011: 9) 
Menurut Sukardi (2008: 1) dalam evaluasi selalu mengandung proses. 
Proses evaluasi harus tepat terhadap tipe tujuan yang biasanya dinyatakan 
dalam bahasa perilaku, dikarenakan tidak semua perilaku dapat dinyatakan 
dengan alat evaluasi yang sama, maka evaluasi menjadi salah satu hal yang 
sulit dan menantang, yang harus disadari oleh para peneliti. Menurut 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), evaluasi dilakukan dalam r angka 
pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas 
penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 
diantaranya terhadap siswa, lembaga dan program pendidikan. 
Arikunto (2008: 10), menambahkan dalam penelitian evaluasi penting 
bagi peneliti untuk dapat berpikir sistemik, yaitu berpandangan bahwa 
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program yang akan dievaluasi merupakan kumpulan dari beberapa 
komponen atau unsur yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan 
program. Oleh karena itu, komponen tersebut dipandang sebagai unsur atau 
bagian, tetapi mempunyai peranan penting sebagai faktor penentu 
keberhasilan program. 
Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan praktik kerja lapangan 
sekolah menengah kejuruan di Kota Makassar. Komponen yang dimaksud 
adalah komponen dalam pengelolaan praktik kerja lapangan sekolah 
menengah kejuruan yang mencakup planing, organizing, acuating, dan 
controlling yang diterapkan pada pengelolaan praktik kerja lapangan 
sekolah menengah kejuruan di Kota Makassar. 
b. Prosedur Evaluasi 
Buchari (1972: 24) mengatakan langkah-langkah pokok evaluasi 
terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisa data dan 
penafsiran hasil. Selanjutnya Sudjana (1989: 9-10) berpendapat bahwa 
prosedur evaluasi tersebut meliputi, antara lain: a) Merumuskan atau 
mempertegas tujuan pengajaran sehingga dapat memberikan arah terhadap 
penyusunan alat penilaian; b) Mengkaji kembali materi pengajaran 
berdasarkan kurikulum, karena penguasaan materi pengajaran merupakan isi 
dari sasaran penilaian hasil belajar; c) Menyusun alat penilaian baik tes 
maupun nontes. Dalam penyusunan alat penilaian hendaklah 
memperhatikan kaidah penulisan soal; d) Menggunakan hasil penilaian 
sesuai tujuan penilaian. 
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Dari beberapa pendapat para ahli tentang prosedur evaluasi dapat 
disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam melakukan evaluasi pengelolaan 
praktik kerja lapangan sekolah menengah kejuruan di Kota Makassar di 
Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
1) Merumuskan tujuan evaluasi yang hendak dilaksanakan berdasarkan 
tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerjasama. Tujuan 
dilakukan evaluasi pada pengelolaan praktik kerja lapangan SMK di 
kota makassar adalah untuk menilai setiap aspek-aspek yang akan 
dievaluasi disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. 
2) Menentukan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Aspek-aspek yang 
akan dievaluasi pada pengelolaan praktik kerja lapangan SMK yaitu: 
aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek pelaksanaan, 
aspek pengawasan dan aspek hasil dan manfaat PKL. 
3) Menentukan indikator-indikator dari aspek yang dievaluasi. 
Indikator aspek perencanaan yaitu: persiapan, tujuan, dan 
pembiayaan. Indikator aspek pengorganisasian yaitu: struktur 
organisasi dan pembagian tugas. Indikator aspek pelaksanaan yaitu: 
teknis, sesuai planning, dan waktu pelaksanaan. Indikator aspek 
pengawasan yaitu: kunjungan ke industri dan evaluasi PKL. 
Indikator hasil dan manfaat yaitu: hasil bagi sekolah dan manfaat 
PKL bagi siswa. 
4) Menentukan metode evaluasi. Pengelolaan praktik kerja lapangan 
sekolah mengah kejuruan di Kota makassar di evaluasi 
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menggunakan model countanance yang terdiri dari 3 tahapan yaitu; 
tahap antecedent, tahap transaction, dan tahap outcome. 
5) Menyusun alat-alat evaluasi. Pengelolaan praktik kerja lapangan 
SMK di Kota makassar dievaluasi berdasarkan penilaian dari wakil 
kepala sekolah bidang hubungan industri dan guru koordinator PKL 
dengan melakukan wawancara. Evaluasi juga dilakukan 
menggunakan kuesioner / angket yang diberikan kepada guru dan 
siswa. 
6) Menentukan kriteria yang digunakan. Penetuan kriteria pengelolaan 
praktik kerja lapangan SMK di kota Makassar berdasarkan pedoman 
praktik kerja lapangan direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 
Kejuruan (PSMK). 
7) Menetapkan frekuensi yang digunakan. Pengelolaan praktik kerja 
lapangan SMK di Kota Makassar dievaluasi dengan mengggunakan 
kuesioner yang diberikan kepada 18 orang guru dan 60 orang siswa. 
8) Pengumpulan data. Evaluasi pengelolaan praktik kerja lapangan 
SMK di kota Makassar dilakukan pengumpulan data menggunakan 
kuesioner sebagai data primen. Wawancara sebagai data pendukung, 
dan dokumntasi sebagai data pelengkap.  
9) Pengolahan data. Data hasil evaluasi pengelolaan kemitraan SMK di 
kota Makassar diolah menggunakan SPSS Statistics 25.0. 
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10) Penarikan kesimpulan evaluasi. Kesimpulan hasil evaluasi diperoleh 
dari hasil dianalisis menggunakan statistik deksriptif berdasarkan 
penilaian dari responden. 
c. Model Evaluasi  
Dalam studi evaluasi, model evaluasi sangat banyak dikenal saat ini 
dengan format dan pengaturan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 
evaluan. Beberapa model evaluasi dikembangkan oleh parah ahli denga 
tujuan evaluasi yang berbeda-beda baik utnuk evaluasi program maupun 
evaluasi kebijakan. Pada penelitian ini digunakan model evaluasi 
countenance yang dikembangkan oleh Robert Stake (Stake, 1967). 
Digunakan model ini sebagai lebih menekankan pada proses, sedangkan 
yang akan dievaluasi adalah sebuah pengelolaan yang terdiri dari berbagai 
proses yang mendukung sebuah keberhasilan program. 
1. Model Countenance 
Model countenance merupakan model evaluasi program yang 
menekankan pada sebuah proses, serta dianggap cocok untuk 
mengevaluasi sebuah program begitupun cukup memadai digunakan 
untuk menilai sebuah pembelajaran. Evaluasi model countenance 
menekankan pada pelaksanaan deskripsi dan pertimbangan, serta 
membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi, yaitu; anteceden, 
transaction, dan outcomes. Model ini terdiri dari deskripsi yang lakukan 
oleh evaluan dan pertimbangan bedasarkan hasil evaluasi. Gambaran 
yang detail dapat diperoleh juga melalui evaluasi model countenance ini.  
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Langkah-langkah penilaian berdasarkan model countenance, 
meliputi: mendeskripsikan program, melakukan pelaporan, menganalisis, 
mempertimbangkan, dan pelaporan kembali. Secara terus menerus pihak-
pihak terkait melakukan penilaian. Dikemukakan oleh Stake tentang 
tahapan dari evaluasi program pendidikan faktor-faktor yang menjadi 
pengaruhnya, yakni: 
a) Antecedents (tahap pertama sebelum penerapan): bagaimana 
keadaan sebelum program diimplementasikan? Apakah keadaan 
tersebut memberikan pengaruh terhadap keberlansungan program? 
b) Transactions (implementasi program): apa saja yang terjadi dari 
implementasi program? Apakah implementasi program tersebut 
telah sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai? 
c) Outcomes (Hasil): apa saja akibat dari pengimplementasi program 
tersebut? Apakah program berjalan sesuai tujuan? Bagaimana 
perilaku objek sebelum dan setelah implementasi program?  
Langkah-langkah melakukan evaluasi menggunakan model 
Countenance, yakni : 
a) Pengumpulan data 
Wawancara dijadikan sebaga cara pengumpulan data,selain itu 
bisa juga dengan menggunakan analisis dokumen. Pengumpulan data 
dimulai dari kondisi awal, proses transaksi, dan sampai pada hasil. 
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b) Analisis Data 
Proses menganalisis data mencakup syarat-syarat awal, 
pelaksanaan transaksi, dan hasil analisis data. Analasis dilakukan oleh 
evaluator dengan memberikan pertimbangan untuk dapat memenuhi 
ketiga cakupan tersebut.  
c) Analisis congruence (kesesuaian) 
Proses analisis kesesuaian ini dilakukan dengan cara melakukan 
perbandingan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan tujuan yang 
terjadi di lapangan. Pada proses ini seorang evaluator harus secara 
saksama tujuan yg telah ditetapkan tersebut telah berjalan di lapangan 
sesuai dengan harapan atau justru terjadi sebuah masalah. Selanjutnya 
hasil analisis ini diberikan kepada tim ahli yang telah ditetapkan. 
Selanjutnya diperiksa hasil analisis tersebut oleh tim ahli lalu terakhir 
tim ahli akan mengemukakan sebuah presepsi tentang apa saja yang 
penting dari sebuah congruence. 
d) Pertimbangan hasil 
Pada tahap pertimbangan hasil, seorang evaluator harus sudah 
mempunyai sebuah acuan sehingga dapat melakukan pertimbangan 
tentang pengkajian sebuah program. Woods (1988) mengatakan 
bahwa langkah pertama dalam mengevaluasi adalah membuat kriteria 
yang berkaitan dengan antecedent, transaction dan outcome kemudian 
selanjutnya melakukan pengumpulan data. Kriteria tersebut 
dimaksudkan sebagai acuan untuk melihat apakah model evaluasi 
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countenance ajeg terhadap transaksi yang disusun pada tahap 
antecedent dan sesuai dengan hasil pada tahap outcome. 
Dikemukakan dalam (Hasan, 2008, 207) bahwa Stake (1967) 
mengutamakan model countenance pada evaluasi formal, yakni sebuah 
evaluasi dengan tingkat ketergantungan pada penggunaan checklist, 
structured visitation by peers, controlled comparisons, and standardized 
testing of students. Shepard (1997) menyebutkan bahwa terdapat lima 
ketegori dalam checklist yaitu: 
a) Tingkat objektif sebuah evaluasi 
b) Persyaratan program tentang filsafat pendidikan yang menjadi 
acuan pada jenis mapel, tujuan pembelajaran dan lain-lain. 
c) Outcome program meliputi pengalaman belajar, pencapaian hasil 
siswa. 
d) Keterkaitan harapan dan kenyataan, serta sebab dan akibat. 
e) Perimbangan nilai 
Dikatakan oleh Hasan (2008; 201) bahwa model Countenance 
bukan sebuah model yang mutlak. Dikatakan selanjutnya bahwa sebuah 
aktivitas evaluasi harus memiliki deskripsi dan pertimbangan mengenai 
objek yang dievaluasi. Pada model countenance, seorang evaluator ketika 
melakukan pengembangan kurikulum maka tujuan kurikulum menjadi 
tujuan yang terhitung seperti pada kuantitaif dan behavioristik.  
Berikut adalah manfaat dari vevaluasi menggunakan model 
countenance yakni: (a) memperoleh gambaran yang sangat jelas mulai 
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dari konteks awal, proses transaksi, sampai hasil; (b) berkelanjutan dan 
memungkinkan penggalian informasi secara mendalam; (c) karena 
terdapat sebuah pertimbangan maka selain melakukan pengukuran, 
manfaat lainnya adalah dapat melihat ketercapaian acuan yang telah 
ditentukan ; (d) evaluator dapat mengetahui halangan dan rintangan  
dari segenap ahli pada bidangnya yang mempengaruhi proses evaluasi. 
2. Model CIPP (Context, Input, Process, Product) 
Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam & 
Shinkfield (1985) merupakan sebuah pendekatan evaluasi dengan 
orientasi pada hasil yang dapat dijadikan sebagai sumbangsi kepada 
pemimpin atau manajer dalam memutuskan sesuatu. Dikatakan hasil dari 
model evaluasi ini menjadi salah satu jalan memecahkan masalah bagi 
pengambil keputusan. Ada 4 tahapan pada model evaluasi ini dengan 
uraian sebagai berikut: 
a. Evaluasi Konteks 
Eko Putro Widoyoko (2010) mengungkapkan bahwa cakupan 
pada tahap ini ialah melakukan sebuah analisis masalah terkait 
lingkup program atau keadaan objek yang diselenggarakan. Objek 
yang dianalisis berisi kelebihan dan kekurangan. Dijelaskan oleh 
Arikunto dan Safrudin (2009) bahwa pada tahap context merupakan 
sebuah usaha mendeskripsikan secara detail kebutuhan yang belum 
terpenuhi dari sebuah program, sampel dan populasi yang terlibat, 
serta tujuan program. 
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b. Evaluasi Masukan 
Komponen evaluasi kedua dari model CIPP ialah evaluasi 
masukan. Dikatakan Widoyoko tentang evaluasi masukan adalah 
sebuah tahap evaluasi yang membantu dalam pengaturan keputusan, 
mementukan pemilihan sumber, memilih alternatif, menentukan 
strategi dan rencana, memnentukan langkah kerja untuk mencapai 
tujuan. 
Evaluasi masukan terdiri dari 4 komponen, yakni: 1) sumber 
daya manusia, 2) sarana prasarana dan alat pendukung, 3) biaya, dan 
4) langkah-langkah dan aturan. 
c. Evaluasi Proses 
Evaluasi ini bertujuan untuk menebak dan mendeteksi rencana 
langkah-langkah dan rencana penerapan selama proses implementasi 
serta memasitakn ketersediaan data untuk pengambilan keputusan dan 
sebagai arsip bukti penyelenggaraan program telah selesai 
dilaksankan. Komponen evaluasi ini terdiri dari koleksi data penilaian 
yang telah tetapkan dan diimplementasikan dalam sebuah 
penyelenggaraan program. Evaluasi proses pada intinya adalah untuk 
mengetahui tingkat ketercapaian program yang telah dilaksanakan 
serta mengetahui beberapa masalah yang terjadi untuk selanjutnya 
diperbaiki di masa depan. 
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d. Evaluasi produk 
Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan dari 
sebuah program yang telah dilaksanakan, keberhasilan dimaksud 
adalah ketercapaian tujuan sesuai dengan yang ditetapkan diawal. 
Pada tahap evaluasi ini seorang evaluator bertugas untuk memberikan 
saran dan rekomendasi kepada evaluan tentang program yang telah 
dilaksankan. Rekomendasi tersebut akan diambil keputusan mengenai 
apakah program tersebut dapat dilanjutkan atau program tersebut perlu 
pengebangan, atau mungkin program tersebut tidak bisa dilanjutkan 
sama sekali. 
Dikatakan Widoyoko (2009) bahwa model evaluasi CIPP lebih 
lengkap dikarenakan tidak menekankan hanya pada hasil saja akan 
tetapi memiliki cakupan yang lebih luas mulai dari context, input, 
process, dan output. Selain kelebihan dari model ini, terdapat juga 
sebuah keterbatasan yakni jika model ini  diterapkan pada program 
pembelajaran di kelas maka pencapaiannya bisa dikatakan tidak 
maksimal apabila tidak dilakukan pengembangan. 
3. Model Evaluasi Kirkpatrick 
Dikatakan model evaluasi kirkpatrick sebab model ini 
dikembangkan oleh Kirkpatrick yang merupakan seorang ahli evaluasi 
program pelatihan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. 
Model evaluasi dikenal Four Levels Evaluation Model. Kirkpatrick 
(1998) dalam Widoyoko (2010) mengatakan bahwa terdapat 4 level pada 
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evaluasi program pelatihan yakni: level 1 reaksi, level 2 belajar, level 3 
perilaku, dan level 4 hasil. 
a. Evaluasi Reaksi (Reaction Evaluation) 
Pada level reaksi, yang dievaluasi adalah kepuasan peserta 
pelatihan. Sebuah program pelatihan dikatakan efektik jika peserta 
pelatihan terlihat semangat untuk belajar karena mereka merasa 
senang dan memperoleh rasa puas. Pelatihan yang baik adalah 
pelatihan yang membuat peserta pelatihan memunculkan reaksi 
senang dan puas terhadap program pelatihan. Peserta pelatihan yang 
memunculkan reaksi tidak semangat mengikuti pelatihan berarti 
sebaliknya yaitu peserta merasa tidak puas terhadap proses pelatihan 
yang berjalan. 
Partner (2009) mengemukakan bahwa proses pelatihan akan 
berhasil jika pelatihan memenuhi komponen minat, perhatian, dan 
motivasi peserta pelatihan dalam mengikuti proses pembelajaran. Jika 
peserta pelatihan memberi reaksi positif terhadap lingkungannya maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan tersebut dikatakan berhasil. 
Ada beberapa aspek yang menjadi acuan untuk memenuhi 
kepuasan peserta pelatihan, diantaranya: materi yang diajarkan, 
fasilitas yang disediakan, metode mengajar instruktur, penggunaan 
media pembelajaran, durasi waktu belajar, dan kondisi tempat 
pelatihan. Pengukuran terhadap reaksi peserta pelatihan lebih efektif 
dan hemat jika menggunakan kuesioner/angket. 
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b. Evaluasi Belajar (Learning Evaluation) 
Peserta training pada tingkatan evaluasi ini dikatakan telah 
belajar jika memperoleh pengetahuan, ada perubahan sikap dan 
terdapat penambahan skill. Olehnya itu, ketika ingin mengukur 
keefektifan program pelatihan maka aspek kognitif, aspek afektif, dan 
aspek psikomotorik yang harus diukur. Pelatihan dianggap tidak 
berhasil jika peserta pelatihan tidak mengalami perubahan sikap, 
pengetahuan tidak meningkat, dan tidak terdapat peningkatan 
keterampilan. 
Sebagian orang menganggap bahwa penilaian pada evaluasi 
belajar dapat dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap hasil 
belajar. Jika dibandingkan dengan mengukur reaksi peserta pelatihan, 
makan mengukur hasil belajar lebih rumit serta membutuhkan waktu 
yang banyak. Kirkpatrick (1998: 40) mengungkapkan cara untuk 
menilai hasil belajar dapat dilakukan dengan kelompok pembanding. 
Dilakukan perbandingan antara 2 kelompok, yaitu kelompok yang 
mengikuti program pelatihan dengan kelompok yang tidak mengikuti 
pelatihan, perkembangannya dilakukan dalam kurung waktu tertentu. 
Selain membandingkan 2 kelompok, evaluasi hasil belajar dapat juga 
dilakukan dengan membandingkan hasil tes sebelum pelatihan dengan 
hasil tes setelah diberikan pelatihan. 
 
 
51 
 
c. Evaluasi Perilaku (Behavior Evaluation) 
Evaluasi ini berada pada level ketiga yang melakukan penilaian 
terhadap perilaku pada level sebelumnya. Perilaku yang dinilai pada 
sebelumnya hanya fokus pada perilaku yang nampak ketika aktivitas 
pembelajaran sedang berlansung, lain halnya dengan level ketiga ini 
sebab yang menjadi fokus penilaian ialah perubahan perilaku saat 
aktivitas telah selesai sehingga dikatakan bahwa evaluasi level ini 
bersifat external. Penilaian yang dilakukan dilihat dari tingkah laku 
saat telah selesai mengikuti pembelajaran pada sebuah program 
pelatihan, yakni setelah kembali ke lingungan masing-masing. 
Sebutan lain dari evaluasi perilaku ini ialah evaluasi terhadap 
outcomes saat program pelatihan telah selesai. 
Pelaksanaan evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan 
2 kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok peserta pelatihan, 
perilaku kelompok kontrol dibandingkan dengan perilaku peserta 
pelatihan. Cara lainnya adalan melakukan perbandingan perilaku 
peserta pelatihan sebelum menerima pelatihan dengan perilaku peserta 
pelatihan setelah mengikuti pembelajaran dalam program pelatihan. 
Evaluasi perilaku dapat juga dilakukan dengan mengadakan survei 
atau wawancara kepada instruktur pelatihan, atasan, bawahan, dan 
rekan peserta training saat sudah berada lingkungan kerja. 
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d. Evaluasi hasil (result evaluation) 
Pada level keempat disebut dengan evaluasi hasil yang fokus 
pada hasil akhir setelah peserta telah melaksanakan pembelajaran 
dalam sebuah program pelatihan. Hasil akhir dari suatu pembelajaran 
dalam program pelatihan adalah penambahan pengetahuan peserta, 
perubahan sikap peserta dan peningkatan keterampilan peserta. 
Pada sebuah perusahaan, program pelatihan yang sering 
dilaksankan adalah pelatihan yang dampaknya dapat meningkatkan 
kooperatif antar pekerja/karyawan, dengan kata lain adalah evaluasi 
terhadap pengaruhi yang ditimbulkan akibat dari program pelatihan. 
Beberapa pengaruh dari sebuah program tidak dapat diukur karena 
membutuhkan waktu yang sangat lama, itulah mengapa evaluasi level 
keempat ini lebih sulit dilakukan jika dibandingkan dengan evaluasi 
pada level-level sebelumnya. Pelaksanaan evaluasi level akhir ini 
menurut (Kirkpatrick, 1998: 61) adalah dengan melakukan 
perbandingan antara kelompok kontrol dan kelompok peserta 
pembelajaran dengan cara mengukur kemampuan peserta sebelum dan 
setelah mengikuti pembelajaran, ini bertujuan untuk melihat ada atau 
tidaknya peningkatan yang terjadi pada peserta yang telah mengikuti 
program pelatihan. 
Ada beberapa kelebihan model evaluasi hasil ini, diantaranya: 1) 
cakupannya lebih lengkap meliputi hard skill dan soft skil. 2) objek lebih 
menyeluruh karena mencakup proses, output dan outcomes. 3) mudah 
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digunakan. Sedangkan beberapa keterbatasan dari model evaluasi level 
keempat ini, antara lain: 1) input tidak dipertimbangkan. 2) sulit untuk 
melakukan pengukuran terhadap dampak karena peserta telah kembali ke 
lingkungan asalnya sehingga susah untuk dijangkau lagi. 
B. Kajian Penelitian yang Relevan  
Beberapa penelitian relevan yang dapat dijadikan acuan penelitian ini 
seperti: hasil penelitian Sri Utami (2010)  menjelaskan bahwa agar kemitraan 
dapat terjalin dengan maksimal, maka manajemen kemitraan (kerjasama) dengan 
dunia usaha dan dunia industri dalam Praktik Kerja Industri (Prakerin) harus 
sesuai dengan prosedur yang berlaku guna membekali peserta didik dengan 
kompetensi keahlian sesuai dengan tuntutan standar kerja nasional. Sekolah 
(SMK) telah mengupayakan peningkatan kemitraan (kerjasama) sekolah dengan 
dunia usaha dan dunia industri dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait 
dengan proses pembelajaran baik intern sekolah maupun instansi diluar sekolah 
yang terkait dan menyalurkan serta menempatkan tenaga kerja sesuai dengan 
bidangnya. 
Hasil penelitian Dienda Audra Syari dan Faqih Ma‟arif (2017) tentang  
model kemitraan dunia usaha/dunia industri di SMK Pangudi Luhur Muntilan, 
menyebutkan bahwa (1) Manajemen penyelenggaraan kemitraan (DU/DI) di SMK 
Pangudi Luhur Muntilan meliputi (a) Perencanaan; (b) Pelaksanaan; dan (c) 
Evaluasi. (2) Perencanaan hubungan kerjasama melalui program hubungan 
sekolah dengan dunia usaha/dunia industri selama ini yang dilaksanakan di SMK 
Pangudi Luhur Muntilan yaitu beasiswa, prakerin, pelatihan, kunjungan industri, 
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dan rekrutmen alumni. (3) Pelaksanaan menjalin kerjasama sekolah meliputi: 
Prosedur pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri di SMK 
Pangudi Luhur Muntilan, sebagai berikut: (a) Membuat rencana kegiatan dan draf 
penelusuran; (b) Persetujuan Kepala Sekolah; (c) Sosialisasi dan pengisian 
formulir; (d) Analisis data; (e) Menjalin relasi dengan DU/DI; (f) Menyusun 
jadwal rekrutment; (g) Koordinasi jadwal rekrutment; (h) Pelaksanaan rekrutment; 
(i) Penerjunan siswa ke DU/DI; (j) Entry data; dan (k) Evaluasi kegiatan; dan 
Strategi untuk menjalin kemitraan antara lain melakukan uji kompetensi kepada 
siswa secara rutin yang diselenggarakan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) 
dan selalu mengevaluasi kinerja siswa di dunia kerja. (4) Evaluasi dalam 
pelaksanaan kerjasama sekolah, antara lain: (a) Kendala-kendala kerjasama yaitu 
kurangnya antusias siswa untuk bekerja ke dunia usaha/dunia industri, 
keterlambatan pengumuman hasil tes, dan DU/DI yang kurang memperhatikan 
siswa; (b) Indikator keberhasilan SMK Pangudi Luhur Muntilan adalah sasaran 
mutu, visi dan misi sekolah; dan (c) Sumbangan kemitraan DU/DI terhadap 
penyelenggaraan PBM, antara lain: mengetahui informasi tentang dunia kerja 
yang relevan dengan program studi yang ada di sekolah, tempat mengirim siswa 
PKL/ Prakerin, tempat pembelajaran praktik (Teaching by Factory). 
Penelitian yang dilakukan oleh Arfandi Annas (2009) dengan judul  
Evaluasi Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa SMK Program Keahlian 
Teknik Bangunan di Kota Makassar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
evaluasi dengan menggunakan model Stake yang menekankan pada pengukuran 
pelaksanaan program dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan 
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dengan membandingkan data hasil penelitian yang diperoleh dengan kriteria yang 
telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diperoleh berbagai informasi yang dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan, rekomendasi dan pengambilan 
kebijaksanaan lebih lanjut guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas program 
pelaksanaan prakerin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: menunjukkan bahwa 
siswa SMK program keahlian teknik bangunan siap melakukan praktik kerja 
industri, hal ini didukung oleh tingkat pengetahuan siswa, sosialisasi yang 
dilakukan oleh sekolah, dan kemampuan keterampilan dasar siswa yang baik. 
Sekolah menengah kejuruan sangat siap melakukan praktik kerja industri. Industri 
pelaksana prakerin siap melakukan praktik kerja industri terutama pada industri 
golongan besar dan menengah, sementara industri golongan kecil hanya 75% 
yang siap melaksanakan prakerin. Namun kerjasama yang terbangun antara 
industri dan sekolah masih kurang baik terutama kepada industri-industri 
golongan kecil, sementara golongan menengah dan besar masih cukup baik 
walaupun sangat terbatas. 
Aktivitas siswa melaksanakan praktik kerja industri telah berjalan dengan 
baik yang didukung oleh kemampuan siswa beradaptasi di lingkungan industri. 
Hanya saja kererampilan dasar siswa masih kurang mampu bekerja secara praktis. 
Aktivitas guru pembimbing juga sudah baik, hal ini didukung oleh intensitas guru 
dalam mengunjungi siswa selama prakerin serta motivasi dan dukungan yang 
diberikan oleh guru kepada para siswa. Aktivitas instruktur prakerin juga 
dilaksanakan dengan baik terutama dalam membimbing siswa selama prakerin 
mulai dari pelaksanaan kegiatan terbimbing sampai pada kegiatan mandiri siswa 
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terhadap suatu pekerjaan. Instruktur juga senantiasa memberi pengarahan kepada 
siswa sebelum melakukan suatu pekerjaan dan memeriksa hasilnya setelah selesai. 
Penilaian akhir siswa prakerin dilakukan oleh instruktur dengan memperhatikan 
kehadiran, kedisiplinan, motivasi, mutu kerja, inisiatif, kreatifitas, perilaku, dan 
keterampilan kerja siswa. Siswa memperoleh nilai akhir praktik kerja industri 
dengan sangat memuaskan, hanya sebagian kecil siswa yang memperoleh cukup 
memuaskan. 
C. Kerangka Pikir 
 
 
Gambar 3. Kerangka Pikir 
Kerangka pikir pada penelitian tentang evaluasi pengelolaan praktik kerja 
lapangan sekolah menengah kejuruan di Kota Makassar berdasarkan gambar 3, 
sebagai berikut: 
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Evaluasi dilaksanakan dengan memilih model evaluasi countenance  yang 
menganalisis tiga aspek dari tiga tahapan: antecedent, transaction, dan outcomes. 
Pertama, tahap antecedent merupakan tahap awal atau masukan. Kedua, Tahap  
process diarahkan pada evaluasi pelaksanaan program. Ketiga, Tahap outcomes 
merupakan penilaian  ketercapaian/ keberhasilan program. 
Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil dari sebuah proses pengelolaan 
pengelolaan praktik kerja lapangan sekolah menengah kejuruan. Pengelolaan 
dititikberatkan pada proses dan sistem. Apabila dalam sistem yang melibatkan 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan tidak baik, proses 
manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga pencapaian tujuan akan 
terganggu atau mengalami kegagalan. Perencanaan praktik kerja lapangan sekolah 
menengah kejuruan akan melihat aspek apa saja yang direncanakan dalam praktik 
kerja lapangan, siapa saja yang terlibat untuk merencanakan praktik kerja 
lapangan, apa saja yang diperlukan agar tujuan tercapai, dan bagaimana 
melakukannya. Pengorganisasian akan melihat kemampuan merancang, memilih, 
mengelompokkan dan mengatur jalannya praktik kerja lapangan tersebut. 
Pelaksanaan akan melihat proses dari praktik kerja lapangan sekolah menengah 
kejuruan. Pengawasan bertujuan untuk membandingkan hasil yang dicapai, 
mengukur kriteria atau standar rencana-rencana praktik kerja lapangan yang sudah 
ditetapkan sebelumnya. 
Praktik kerja lapangan sekolah menengah kejuruan yang proses 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan sistem pengawasan yang baik, 
maka proses manajemen secara keseluruhan akan lancar. Keberhasilan dalam 
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praktik kerja lapangan sekolah menengah kejuruanmeliputi: perencanaan praktik 
kerja lapangan sekolah menengah kejuruan yang baik, pengorganisasian yang 
terstruktur dengan baik, pelaksanaan praktik kerja lapangan dengan adanya MoU 
SMK dengan dunia kerja, monitoring dalam bentuk pengawasan atau evaluasi, 
dan hasil dan manfaat berupa kompetensi lulusan yang baik berdasarkan hasil 
penilaian. 
D. Pertanyaan Penelitian 
1. Seperti apa bentuk persiapan praktik kerja lapangan sekolah menengah 
kejuruan di Kota Makassar?  
2. Bagaimana perencanan praktik kerja lapangan sekolah menengah kejuruan 
di Kota Makassar yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? 
3. Bagaimana perencanaan pembiayaan praktik kerja lapangan sekolah 
menengah kejuruan di Kota Makassar? 
4. Bagaimana penyusunan struktur organisasi praktik kerja lapangan sekolah 
menengah kejuruan di Kota Makassar? 
5. Bagaimana pembagian tugas praktik kerja lapangan sekolah menengah 
kejuruan di Kota Makassar? 
6. Bagaimana teknis pelaksanaan praktik kerja lapangan sekolah menengah 
kejuruan di Kota Makassar  
7. Seperti apa pelaksanaan praktik kerja lapangan sekolah menengah kejuruan 
di Kota Makassar yang sesuai planning? 
8. Bagaimana waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan sekolah menengah 
kejuruan di Kota Makassar? 
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9. Bagaimana pengawasan praktik kerja lapangan sekolah menengah kejuruan 
di Kota Makassar dalam bentuk kunjungan ke industri? 
10. Bagaimana evaluasi praktik kerja lapangan sekolah menengah kejuruan di 
Kota Makassar? 
11. Apa saja hasil bagi sekolah dengan dilaksanakannya praktik kerja 
lapangan sekolah menengah kejuruan di Kota Makassar? 
12. Apa saja manfaat bagi siswa dengan dilaksanakannya praktik kerja 
lapangan sekolah menengah kejuruan di Kota Makassar? 
  
